LEMBARAN DAERAH

: PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 1991 SERI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH PROPINST DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 1990
TENTANG
UVANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang ¢
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bahwa delam upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah
untuk pelaksanagn pembengunan sgerts penyelenggarcan-
pemerintahan, perlu menggeli sumber-sumber pendapotan
aali Daerah i

bahwa punguten uang leges terhadep pemberian jase ke=-
tate uschaan oleh Pemerintah Deercsh adslah salah setu
sumber Pendepatan Asli Daershymerupskan hok dar wewe-
nong Daoerah;

bahwe untuk pungutan uang leges tersebut perlu diatur
dalam Pereturen Daerah.

Mengingat @

1.

Undeng-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok-
Pemerintahan di Daerahs

2. Undang-undong Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubshan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumaters Utare jo Peraturan Peme
rintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daer

Propineis - 8
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3+ Undang=-undang Nomor 12 Drt Tehun 1957 tenéahé Peratur
an Unmum Retribusi Daerah;

4. Keputusen Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 -
- tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Penda-

~_paten Daerah;

5« Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera -~
Utara Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi den Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Ting
kat I Sumatera Utars;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera -
Utare Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pemberian Uang Pe -
rangsang kepada Pegawai atau Petugas Dinas Pendavatan
Daoerah. :

Dengen persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah Propin
si Daerah Tingkat I Sumatera Utara. -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
TENTANG UANG LEGES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Persturan Daerch ini yeng dimeksud densgen
2e Loerah adoleh Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;

b. Pemerintah Dzerch adalah Pemerintah Propinsi Daerah
- Tingkat I Sumaters Utarn;

¢« Gubernur Kepala Daerzh adalah Gubernur Kepala Daerazh
Tingkat I Sumatera Utara;

de Instansi/Lemboga Pemerintah Deerah adalah Instanéi/
Lembage delam Lingkungen Pemerintah Propinei Daersah
Tingkat I Sumatera Utares

es Dinas Pendapatan Daerch adalah Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatere Utara;



f, Uang Leges adalah punguten atas pemberian jaso ketate-
usehasn oleh Pemerinteh Propinsi Daersh Tingkat I Su -
matera Utarae. o : '

BAB II |

—

PENGENAAN UANG IEGES //4////” !
Pagnl 2 )

(1) Setiap pemberian jaga ketata usahaen oleh Pemerintah -
Daerch dikenakan ueng leges.

(2) Jess ketate usahasn yang dimcksud dalom ayaet (1) ﬁa -
gal ini adalah :

"ae rekomendasi, 4izin prineip, dispensosi;
b. legalisasi surat-surat;

c. gelinen, rekmmen/penggenti surat-surat ¢.tan perc-
turen perundang=-undangen;

ds blanko/formulir isian permohonan;
e. curat keterangan fiskal;

f., peta den cetak biru;

ge kutipon suret izing

he gurat keterangen.

B A3 IIX
- PARIP UAMG ILEGES
Pasal 2

Besarnye pungutan uang leges gsebagzaimone dimaksud dalam -

Pasal 2 Peraturan Daerah ini per nomor/lembar/set/adalah-
sebagai berikut :

a. Rekomendasi ‘ Rpe 34000, 00
b. Izin prinsip Rp. 5+000,00
" ¢+ Digpensasi A Rpes 3.000,00

d. Legalisesi Salinan Buret atau kutipan ~ Rp. 500,00

e, Lembarsn Daerah yaeng memuat Peraturen
Daerah Rp. 1.000,00
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8alinan Peraturan Perundang-undangan
Risalah sidang atau Notulen DPRD
Surat Referensi Pemborong

Burat Keterangan Pisgkal :

1) antar Daereh Tk II kenderasn bermo

tor roda dua dan tiga

antar Daerah Tk II Kenderaan bermo
tor roda empat keatas dan alat -
alat berat

2)

3) antar Propinsi Kenderasn Bermotor

roda dua don tiga

4) antar Propinsi Kenderasn Bermotor
roda empat keatas dan alat-alat -

besar

Burat Keterangan Keringanan denda Pa
jek Kenderaan Bermotor/Retribusi

Burat Keterangon Pajek Hilang

Surat mutasi/pindah uji Kenderaan Ber
motor

Surat Keterangan numpang uji Kendera-
an Bermotor

Surat Keterangan perubahon sifot ¥en-
deraan Bermotor

Surat Keterangen perubahan tehnis Ken
darcan Bermotor

Surat Keterangan Pendafteran Perusaha
an karoseri Kenderaen Bermotor

Legoligagi kelengkapan untuk mempero~
leh /merubah surat Izin Trayek

, Burat Keterangan penghunjukan Perusa-

haan smoke tester

Blanko permohonan untuk pemeriksaan -
karoseri kendsrasn bermotor

Rp.
Rp.
Rpa

Rpe

Rp.

Rpo

Rpo
Rp.

Rpe
Rpe
Rp.
Rp.
Rpe
Rp.
Rpe

Rp-

2,000, 00
5,000,400
5,000, 00

1,000, 00

3.000,00

5000, 00

1.000,00
1.000, 00

5,000, 00
5,000, 00
5,000, 00
5,000,00
25,000, 00
2.000,00
15.000, 00

5,000, 00
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Legalisasi'pangesahan pengujian kende-
rasn bermotor

¢+ Burat Keterangan Contoh III/Kartu Pen-

daftoran Izin Usaha Kendarasn Bermotor

Kutipan Burat Keputusan Izin Trayek
kendaraan bermotor

Blanko/formulir ision permohonan
izin ussha

Blanko/formulir isian selain permohonan
izin usaha

8alinan @
1) Pete Kawasan Hutan

a) panjang 0 s8/d4 22 cm, lebar 0 s8/d
33 em

b) panjeng 23 s/d 32 Cm, lebar
34 s/d 45 cm

¢) panjang 33 s/d 70 cm, lebar
46 s8/d 80 cm

d) penjang diatas 71 em, lebar
diatas 81 om

2) Pete Daerah atau lokasi proyek :
$ 20,000
3 10,000
3 500
s 100

a) skala
b) skala
¢) skala
d) skala

I R W

Zo Suret Keterangan leinnya

BAB IV
KBTENTUAN PENGECUALIAN
Pagal 4

RPO

Rp¢

Rp.

Rp.

Rpo

Pengengan uang leges sebagaimeng dimeksud delam
tursn Daerah ini,tidak berlaku terhadap :

gy T s e a

1,000, 00
1,000, 00
5,000, 00
2,000, 00

1.000,00

5,000, 00
104500, 00
504000, 00

7%+ 000, 00

24500, 00
56000, 00
10,000, 00
15,000, 00

5004 00

Pasal 2 Pera
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a. Kepentingan Instansi/ Lembags Pemerintahan Deerah.
b. Kepentingan Dinas Pegawai Negeri.
ce Kepentingen Sosial.

BAB vV

TATA LAKSANA PEMUNGUTAN
Pasal s

(1) Punguten uang leges yang dimaksud pada Pasal. 3 Pera
turen Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

(2) Bentuk tanda pembayaren, tata cars Penerimaan, penye-
toran dan pengurusan uong leges, distur lebih lanjut
oleh Bubernur Kepala Daerah.

(3) Pemungutan uang leges dilakukan oleh Instansi/Lembaga
Pemerintah Daerah.

(4) Koordinastor atas Pelaksanaan Peranturan Daerch ini ada
lgh Dinae Pendapatan Daerah.

(5) Kepade unit kerja Isntansi/Lembage Pemerintah Daernh~
dan Koordinator pemungut uang leges diberikan ueng pe
rangseng gebesar 5% dari jumlah punguten - yang dise-

tor .
BAB vI
KETENTUAN PENUTUP
Pacsel 6

(1) Hel-hal yang belum distur dalam Persturan Daersh ini-
sepanjang mengenai Pelaksanaannya, zkan diatur lebih
lanjut oleh Gubernur Kepala Daersh.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka jasa ke=
tata usahaan yang telah diatur tersendiri dengan Perg
turan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lain -
nya dinyatakan tidak berlaku bagi ketentuan Peraturan
Daerah ini.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4i un
dangkan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengen penem

13
EEETETETELSELELSLSSSSSSS——



patannya dalam Lembaran Daerah Propingi Daerah Tingkat
I Sumatera Utara.

Medan, 5 J ul i 1990
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT +  QURERNUR KEPALA DAERAH

DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I TINGKAT T SUMATERK “UTARA
SUMATERA UTARA

Ketuay
dto dto
H.R.STAHNAN, SH RATA INAL SIREGAR
Bipndnralam 24 1 M oa d o Disahkan oleh Menteri
e R = g - ik = S ek e & Dalam Negeri dengan -

Paln hrnerel s t 2 Pabhwiaord 1001, Surat Xeputusan

Tanggal : 3 Januari 1991
Nomor :900,22-008.,

Sekretaris Wilayah/Daerch

dto

Drs. He SYARIFUDDIN IIARAHAP
NIP. 010023240%¢~
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DABRAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA ‘
NOMOR : 2 TAHUN 1990

TENTANG
UANG LEGES
I. UM U M.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pemba-
ngunan selama ini, maka kebutuhan masyarakat akan jasa
ketata nsahaan dari Pemerintah dirasakan semakin me -
ningkat.

Jasa ketata usahaan tersebut diperlukan sebagai galah~
gatu sarana penunjang untuk memperoleh manfaat dan ke-
miungan oleh magyarakat penerima jasa.

Kebutuhan masyarakat tersebut diatas, perlu mendapat -
pelayenan yang gebaik-bailnya dari semua unsur aparat-
Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasel 8 Undang-undang No. 12 Drt
Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, ks
pada Daerah diberikan kewenangan memungut Retribusi fa
ernh sesuai dengan jasa yang diberiken Daerah. '

Salah satu jenis yang diberikan Daerah adalah jasa ke-
tata usahaan, dimana terhadap Jasa ketata usahaan yans
diberikan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Pro-=
pinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dapat dipungut -
uang leges.

Pemungutan uang leges tersebut bertujuan

a. meningkatkan pelayanan administrasi jasa ketata usa
haan;

b. meningkatkan tertid administrasi jasa ketata usaha -
any

c. memberikan kewenangan kepada Instansi/Lembaga Peme -
rintah Daerah sesuai dengem tugas dan wewenangnya ma
ging-maging untuk melokukan pungutan atas jasa keta-
ta usahasn yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ke-
pada Penerima jasa. : 15



de meningkatkan Pendapatan Agli Daerah.,

Schubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Propinsi Dae-
rah Tingkat I Sumatera Utars memandang perlu mengaturnys
dalam suatu Peraturen Daerah. ‘

IT,PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal
Pasal
Pasal

huruf

huruf

huruf

huruf
huruf
huruf
huruf
huruf
huruf

huruf
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Cukup jelas
: Cukup jelas

¢ Tarip uang leges dalam pasal ini
didasarkan kepada bescrnya mam -
faat, kepentingan, kenikmetan,
Jangke waktu penyelesajan, volu-
me pekerjaan, nilai materi/sara-
na dan biaya=biaya yang dibutuh
kan untuk penyediaan jasa ketata
usahaan,

..

yong dimaksud rekomendesi adalah surat yang be-=
risikan keterangan/penyelesaisn yang menguatken
sesuatl permohonan.

yang dimaksud izin prinsip adalah surat yang be
rigikan persetujuan untuk melakukan suatu kegi=-
tan yang memerlukan izin. :

yang dimaksud dispensasi adalah surat yang beri
sikan keterangam pengecualian atas sesuatu per-
syaratan Peraturan Perundeng-undangen yang ber-
lakue

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jJelas

yang dimeksud dengan surat keterangan fiskal -~
adalah surat keterangan pajak kendarasn bermo-
tor yang pindah domisili,

Cukup jelas
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huruf k
huruf 1

e

Cukup jelas

yang dimaksud dengan mutasi/pindah uji kendaraan
bermotor adglah perpindahan kendaraan wajib vuji=-
dori asal domisili/daerch ke Propinsi Daersh =
Tingkat I lainnya.

yang dimaksud dengam numpang uji kendaraan bermo

tor adalah pelaksanaan pengujian ulang diluar do

migili kenderaan wajib uji yang ditetapkan berdg

garkan suret uji kendaraan didalam Daerch asgal =

kendarcen maupun dari luar daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utars sesuai dengan ketentuan

mneal A7 syt (3) Perctureon Pemerintah tentonp-

1slulintas,

e

huruf o

se

huoruf n

yeang dimaksud dengan perubghan sifat kendaraan =

adalah perubchan sifat atau jenis pemenfaatan,

» pengoperasian den termasuk pemilik kendarsan ber
motor.

. Surat keterangan perubghan sifet ini, edalah se-
bagal versyaratan didalam melanjutkan pengurusan
mtuk memperoleh tande nomor kendaraan (STNK).

huruf o

..

Perubahan tehnis kendarasn bermotor adalah veru-
bahan karena rekayasa dan hagil produksi bengkel
karoseri kendaraan bermotor, dari bentuk semulg-
kebentuk yang dikehendaki sesuci dengan pemenfa~
aton pengoperasian dan pemilikan kendaraan bermg
tor. Surat keterangan perubahan tehnis adalah se
bagal persyaratan dalam melanjutkan pengurusan =
untuk memperoleh Surapy Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) .

Cukup jelas
Cukup jelas

huruf

..

huruf

huruf Cukup jelas

-

Huruf
Huruf

Cukup jelas

o m H o T

L]

Cukup jelas
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Pasal
Pasnl
Pasal
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Contoh III/Kartu pendaftaren adalah kartu yang
diterbitken oleh Kepals Caobang Dinas LIAJR Su-
maters Utara untuk setiap kendarasn wajib uji

gsebagal pengganti Suxat .Izin Usaha Pengangku
tan yang diwajibkan berada dimasing-masing ken
daraan.

- Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Pota kawasan Hutan adalah peta penunjukan kawa
san huten di Propinsi Daerah Tingkat I Sumate-
ra Utara baik yang telah dikukuhkan sebagni ka
wasen Hutan maupun yeng belum.

Cukup jelas.

: Cukup jelas
s+ Cukup jelas
¢ Cukup jelas



